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ABSTRAK 

 

 Manusia memiliki Hak Asasi Manusia yang kedudukannya setara dalam 

masyarakat. Tanpa terkecuali adalah kelompok rentan yaitu Penyandang 

disabilitas. Berbagai kebijakan mulai hukum internasinal, nasional hingga daerah 

mengatur sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap penyandang disabilitas. 

Kebijakan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang penyandang disabilitas tidak 

mengatur secara spesifik sehingga terjadi kekosongan hukum yang menyebabkan 

banyaknya hak dan kewajiban penyandang disabilitas di kabupaten Probolinggo 

tidak terpenuhi. Sehingga banyaknya permasalahan yang dialami oleh penyandang 

disabilitas. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk memaparkan kebijakan 

serta urgensitas pembentukan peraturan daerah Kabupaten Probolinggo tentang 

perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.  

 Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-

Undang (statue approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan perlindungan dan 

pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Probolinggo cukup 

kompleks serta belum terdapat kebijakan khusus yang mengaturnya. Kebijakan 

yang digunakan adalah Peraturan Daerah  (Perda) Nomor 2 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Perempuan dan Anak yang tidak cukup dalam melindungi hak-

hak bagi berbagai penyandang disabilitas lainnya. Sehingga kebijakan dalam 

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak 

Penyandang Disabilitas menjadi suatu urgensi agar pemerintah Kabupaten 

Probolinggo berkomitmen melalui produk hukum yaitu Peraturan Daerah. 

Tentunya Hal tersebut berhubungan dengan kewajiban negara terhadap 

penyandang disabilitas dan kewenangan pemerintah daerah dalam pembentukan 

Peraturan Daerah.  
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ABSTRACK 

 

 Human beings have equal human rights in society. Without exception are 

vulnerable groups, namely persons with disabilities. Various policies ranging 

from international, national to regional laws regulate as a form of government 

commitment to persons with disabilities. The Probolinggo Regency Regional 

Policy on Persons with Disabilities does not specifically regulate, resulting in a 

legal vacuum that causes many rights and obligations of persons with disabilities 

in Probolinggo Regency not to be fulfilled. So that there are many problems 

experienced by persons with disabilities. Therefore, this research was conducted 

to explain the policy and urgency of the formation of regional regulations of 

Probolinggo Regency on the protection and fulfillment of the rights of persons 

with disabilities.  

 The research method used in this research is normative. The approach 

used in this research is the statue approach. The sources of legal materials used 

are primary legal sources and secondary legal materials. 

 The results of this study show that the problems of protection and 

fulfillment of the rights of persons with disabilities in Probolinggo Regency are 

quite complex and there is no specific policy that regulates them. The policy used 

is Regional Regulation (Perda) Number 2 of 2019 concerning the Implementation 

of Women and Children which is not sufficient in protecting the rights of various 

other persons with disabilities. So that the policy in the Formation of Regional 

Regulations on the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with 

Disabilities is an urgency so that the Probolinggo Regency government is 

committed through legal products, namely Regional Regulations. Of course, this 

is related to the state's obligations towards persons with disabilities and the 

authority of local governments in the formation of Regional Regulations. 
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